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Latar Belakang
Keseimbangan antara keamanan dan privasi adalah isu kritis dalam pengembangan kebijakan publik, terutama dalam konteks penelitian administrasi publik. Permasalahan ini muncul karena adanya tuntutan yang saling bertentangan antara menjaga keamanan masyarakat dan melindungi hak privasi individu. Oleh karena itu, penelitian administrasi publik berkaitan erat dengan bagaimana pemerintah menghadapi tantangan ini, mengembangkan kebijakan yang efektif, dan memastikan pelaksanaan yang adil serta transparan.
Era digital telah membawa perubahan besar dalam cara pemerintah mengumpulkan, menyimpan, dan memanfaatkan data. Hal ini menciptakan peluang besar untuk meningkatkan keamanan, tetapi juga mengancam privasi individu. Dalam penelitian administrasi publik, perlu dipahami bagaimana perkembangan teknologi memengaruhi cara pemerintah menjalankan tugasnya dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan privasi.Beberapa kasus kontroversial, seperti pengawasan massal oleh pemerintah dan pelanggaran privasi yang diungkapkan oleh para whistleblower, telah memicu perdebatan tentang bagaimana pemerintah harus bertindak. Penelitian administrasi publik dapat mengkaji dampak kebijakan yang kontroversial ini terhadap keamanan dan privasi masyarakat serta mencari solusi yang lebih baik.Penelitian administrasi publik juga harus mempertimbangkan pentingnya transparansi dalam proses pembuatan kebijakan. Warga negara harus diberi akses yang memadai terhadap informasi mengenai bagaimana pemerintah mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data mereka. Ini adalah elemen penting dalam menjaga keseimbangan antara keamanan dan privasi.
Undang-undang dan regulasi adalah alat penting dalam mengatur kebijakan keamanan dan privasi. Penelitian administrasi publik dapat mengkaji efektivitas undang-undang yang ada dan mengidentifikasi kebutuhan perubahan atau penyempurnaan untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik.Penelitian administrasi publik harus mempertimbangkan peran partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi tentang keamanan dan privasi, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan warganya.Dalam penelitian administrasi publik, memahami kompleksitas keseimbangan antara keamanan dan privasi merupakan langkah penting untuk mengembangkan kebijakan yang efektif dan melindungi hak-hak individu sambil menjaga keamanan masyarakat secara keseluruhan.Pembangunan pelayanan publik menjadi suatu titik strategis untuk menciptakan good governance yang efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur pemerintahan yakni pemerintah sebagai representasi dari negara, masyarakat sipil, serta para pelaku usaha yang memiliki pengaruh terhadap mekanisme pasar. Teknologi informasidan komunikasi (TIK) yang sangat berkembang saat ini dapat memberikan jalan yang mudah untuk dapat memperbaiki pelayanan publik untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang berjalan efektif dan efisien. Penggunaan TIK dapat mendukung pembangunan pelayanan publik dengan adanya reformasi birokrasi berbasis digital. Di Indonesia, penyelenggaraan urusan pemerintahan berbasis digital atau yang dikenal sebagai sisteme government sudah mulai diterapkan. Masalah terbesar dari setiap pemanfaatan TIK adalah persoalan keamanan “privacy” sehingga sistem elektronik yang digunakan terutama sistem yang terkait dengan banyak orang harus mempunyai kelayakan dalam menjamin perlindungan data pribadi tidak terkecuali pada pelaksanaan e-government. Keamanan pada sektor publik terutama dalam penerapan sistem e-government merupakan hal yang perlu diperhatikan pemerintah karena merupakan hal sensitif sebab rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak dan akan berpengaruh pada kepercayaan publik pada pelaksanaannya. Pelanggaran-pelanggaran pada data pribadi seseorang tidak hanya terjadi pada media sosial, akan tetapi program e-government yang diselenggarakan pemerintah juga memiliki potensi pelanggaran data pribadi terutama pada program e-government yang melibatkan pihak swasta.
Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade ini telah berkembang dengan pesat sehingga memicu perubahan dalam berbagai aspek masyarakat dari aspek sosial hingga ekonomi dan politik.Teknologi informasi dan komunikasi atau yang dikenal dengan Informationand Communication Technology (ICT) telah menyebar di berbagai bidang kehidupan yang salah satunya bisnis. Perkembangan ICT dan internet yang semakin  masif dapat mempermudah proses penjualan dan pemasaran barang  dan jasa tanpa terikat ruang, jarak, dan waktu.
Kemampuan ICT dan internet yang memungkinkan untuk berbagi bermacam-macam data seperti teks, grafik, suara, video, dan animasi banyak memberi perubahan di bidang ekonomi dan bisnis. Salah satu penerapan ICT dan internet dalam bisnis adalah electronic commerce(e-commerce).
Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Dalam perjalanan hidup seseorang data pribadi sudah mulai muncul dari sejak seseorang lahir hingga kemudian meninggal.Data-data pribadi seseorang tersebut sebagian besar terserap dan tersimpan serta terkelola oleh sejumlah instansi atau lembaga pemerintahan sebagai contoh ketika seseorang lahir ke dunia memerlukan akta kelahiran dan ketika seseorang mati perlu adanya akta kematian untuk dicatatkan. Sebenarnya sudah banyak peraturan yang membahas mengenai perlindungan data pribadi namun Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi sehingga memungkinkan aturan yang sudah ada akan saling tumpang tindih. Data pribadi merupakan privasi seseorang dimana privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga perlindungan data pribadi khususnya data yang ada pada sistem e-government sebagai hak penting yang dimiliki seseorang. Keberadaan teknologi memiliki harapan besar sebagai infrastruktur utama untuk meningkatkan kecepatan pada pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat meningkatnya kualitas pelayanan. Pelayanan publik merupakan suatu hal yang sangat mendasar bagi instansi pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik dan professional. Potensi pelanggaran hak privasi ada pada setiap sistem yang bersifat on-line dan pada sistem yang melakukan pengumpulan data pribadi secara masal (digital dossier) contohnya saja dalam pelaksanaan program e-KTP atau segala bentuk pelaksanaan sistem e-government lainnya. Masyarakat mengharapkan ada kepastian hukum dari pemerintah, karena sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjamin hak-hak dari masyarakatnya demi menjalankan prinsip good governance. Komitmen semua tingkatan di jajaran pemerintahan, khususnya di tingkat pimpinan merupakan faktor yang sangat diperlukan dan juga sebagai faktor kunci penentu keberhasilan dalam pembangunan dan penerapan TIK di pemerintahan dengan semangat untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai dengan cita-cita yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Berdasarkan uraian diatas, terdapat permasalahan mengenai pemenuhan hak atas jaminan hukum terhadap data pribadi dalam penyelenggaraan e-government yang harus dilakukan pemerintah agar e-government dapat sebagai alternatif pelayanan publik dengan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang Jaminan Atas Pemenuhan Hak Keamanan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance.
Revolusi Industri 4.0 dan peningkatan konektivitas antara bisnis dan kehidupan kita sehari-hari kini tengah mendorong transformasi bisnis dan memajukan kehidupan para karyawandan pelanggan di seluruh dunia. Oleh karena itu, Pemerintah, Swasta, Pelaku Bisnis, dan Masyarakat Digital Indonesia dapat menjadi tolak ukur kedepannya terhadap tantangan danancaman keamanan siber yang terjadi. Penulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data, mengulas masalah terkait dengan pemerintah, pelakubisnis/perusahaan swasta, dan masyarakat digital terhadap tantangan dan ancaman keamanan siber di era revolusi industri 4.0, meneliti data, menganalisis dan ditutup dengan kesimpulan.Simpulan yang diperoleh yaitu dalam hal tantangan dan ancaman siber Indonesia saat ini yakni cara membangun sistem keamanan melawan ancaman eksternal dan internet. Tantangan tersebutdi bidang ekonomi, sosial, teknis, lingkungan, politik & aturan. Data tantangan industri tersebutterhadap keamanan siber dikategorikan dalam 3 tantangan: target serangan, ransomware, danorang dalam. Oleh karena itu, dalam mengatasi tantangan dan ancaman keamanan siber di era Revolusi Industri, maka keterlibatan Indonesia mulai dari sektor pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat digital antar lain: kesiapan masyarakat digital yang mandiri dan pengetahuan tinggiterhadap bahaya serangan siber, setiap perusahaan memerlukan sertifikasi kesiapan memasuki revolusi industri 4.0, sinergitas, perencanaan dan strategi sesuai dengan implementasi yang baik disetiap Kementerian dan lembaga terkait bidang keamanan siber. Sebagai contoh adanya 10 inisiatif  Making Indonesia 4.0 didukung dengan peningkatan keamanan siber, kapasitas dankualitas SDM/pekerja Indonesia. Saran dari penulisan ini adalah masih perlu dibahas lebih lanjut bagaimana implementasi peningkatan kapasitas dan kualitas SDM di bidang keamanan siber yang siap untuk dipekerjakan di era Revolusi Industri. Dengan demikian, Pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian lebih jelas dalam memberikan indikator penilaian kesiapan Industri 4.0 di Indonesia. Dalam mempersiapkan diri terhadap perubahan lingkunganindustri di era digitalisasi, maka akan mempengaruhi perubahan pola perilaku yang munculdalam masyarakat. Perubahan pola perilaku itu khususnya ada di lingkungan yang berbeda dangenerasi yang berbeda tersebut tumbuh dan berkembang.Generasi saat ini yaitu generasi Z.
Transparansi dalam rantai pasokan menjadi semakin penting untuk mempertahankan operasi perusahaan dan memproduksi barang dengan kaliber tertinggi [1]. Rantai pasokan yang sangat transparan diperlukan untuk kolaborasi yang efektif di antara banyak pemangku kepentingan. Pada kenyataannya, transparansi memberi semua pelaku rantai pasokan visibilitas lengkap ke dalam informasi, produk, dan layanan yang diperkenalkan dan diperdagangkan [2]. Transparansi dan ketertelusuran keduanya telah digunakan untuk mencirikan fitur ini dalam banyak karya sastra. Memiliki akses dan kontrol yang mudah atas data, terlepas dari di mana disimpan atau program apa yang membuatnya, disebut sebagai transparansi data. Di sisi lain, kemampuan untuk mengidentifikasi produk pada titik mana pun dalam rantai pasokan disebut sebagai ketertelusuran dalam rantai pasokan oleh ISO 9000:2005 [3]. Informasi yang diungkapkan kepada mitra dagang, pemegang saham, klien, konsumen, dan badan pengatur disebut transparan dalam rantai pasokan [4]. Selama rantai pasokan, sistem mencatat data tingkat tinggi di banyak lokasi yang terlibat, identitas pemasok, komponen produk. dan sertifikat terkait. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ketertelusuran merupakan syarat untuk terwujudnya transparansi berdasarkan definisi-definisi sebelumnya. Dengan ketertelusuran, dimungkinkan untuk menilai keefektifan rantai pasokan, memenuhi kewajiban hukum, dan memvalidasi klaim keberlanjutan. Untuk mencapai ketertelusuran dan tingkat transparansi yang tinggi, beberapa proyek rantai pasokan kontemporer menggunakan pendekatan teknis yang beragam. Selain itu, rantai pasokan yang transparan membutuhkan kepercayaan sebagai komponen fundamental Menurut penelitian, masalah utama yang menghambat kerja sama adalah ketidakpercayaan di antara anggota rantai pasokan. Setiap mitra otonom dalam rantai pasokan adalah sistem terpusat sendiri [5].
Jadi, jika tidak ada kepercayaan di antara para pihak, keterbukaan data dapat dikompromikan dan perlu diperkuat. Pelanggan juga dapat meminta informasi tentang produk, seperti di mana dibuat, seberapa baik disajikan, dan apakah aman. Memungkinkan orang dan bisnis untuk melacak asal produk membantu membangun kepercayaan dengan menawarkan transparansi di sepanjang rantai pasokan. Teknologi Internet of Things (IoT) dapat digunakan untuk melakukan hal ini. Untuk meningkatkan kinerja dan keterlacakan rantai pasokan, teknologi IoT digunakan untuk mendistribusikan data yang dikumpulkan melalui jaringan [6]. Beban data yang meningkat dalam sistem terpisah milik mitra, bagaimanapun, mulai membatasi rantai pasokan Distributed Ledger Technology (DLT), dan Blockchain khususnya secara umum adalah kandidat kuat untuk mengatasi masalah terkait kepercayaan dengan memungkinkan transparansi catatan data yang lengkap [7]. Platform peer-to-peer terdesentralisasi rantai pasokan, yang berbasis kriptografi. meningkatkan kepercayaan antar pihak [8]. Karena semua catatan disimpan dalam buku besar pada setiap sistem pemangku kepentingan, menggunakan platform Blockchain untuk rantai pasokan mengurangi ketidakpastian yang ada di balik pengumpulan basis data independen yang digunakan oleh sistem rantai pasokan konvensional. Selain itu, Blockchain mencegah penghapusan atau perubahan catatan apa pun tanpa meninggalkan jejak [9]. Hal ini disebabkan fakta bahwa masing-masing mitra memiliki salinan buku besar saat ini, yang memberi setiap orang pemahaman yang jelas tentang isinya. Blockchain adalah instrumen praktis untuk menyelesaikan masalah kepercayaan dan kolaborasi dalam rantai pasokan, menurut banyak penelitian yang telah meneliti komponen penting dalam penggunaan solusi Blockchain [10], "Mesin kebenaran berfungsi sebagai pencegah penyimpangan bisnis. Selain itu. sejumlah bukti konsep Proof of concept (POC) atau skema percontohan telah dikembangkan dalani beberapa tahun terakhir menggunakan teknologi untuk memeriksa rantai pasokan untuk tujuan ketertelusuran dan transparansi [11]. Karena struktur terdesentralisasi platform, transparansi data adalah fitur yang dibangun ke dalam [12]. Ketika pemangku kepentingan rantai pasokan memiliki data sensitif yang tidak boleh dipublikasikan, tidak jelas dalam situasi ini bagaimana mengontrol privasi atau pasokan jauh melampaui keterbukaan yang disediakan dan menyertakan peningkatan keinginan [4]. Tidak ada penelitian mendalam yang mengklasifikasikan dan mengkaji transparansi data dari rantai pasokan berbasis, meskipun faktanya sangat penting dalam menciptakan rantai pasokan modern.
Rumusan Masalah
Bagaimana pengembangan kebijakan publik yang mengatasi tantangan keseimbangan antara keamanan masyarakat dan hak privasi individu dapat dikaji secara efektif dalam konteks penelitian administrasi publik?
Bagaimana keterpaduan antara penyelenggaraan e-government sebagai alternatif pelayanan publik dengan prinsip-prinsip good governance? Bagaimanakah jaminan hukum terhadap pemenuhan hak atas data pribadi dalam penyelenggaraan e-government?
Tujuan Penelitian
Menganalisis dampak perkembangan teknologi terhadap kebijakan keamanan dan privasi dalam administrasi publik.
Mengevaluasi efektivitas undang-undang dan regulasi yang ada dalam menjaga keseimbangan antara keamanan dan privasi dalam kebijakan publik.
Menyelidiki dampak kasus kontroversial yang melibatkan pelanggaran privasi atau tindakan pengawasan oleh pemerintah terhadap kebijakan dan persepsi masyarakat.
Menilai tingkat transparansi dalam proses pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan keamanan dan privasi, serta dampaknya terhadap partisipasi masyarakat.
Mengidentifikasi strategi terbaik yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara keamanan masyarakat dan hak privasi individu dalam kebijakan publik.
Memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif dan berkelanjutan yang dapat membantu pemerintah menghadapi tantangan keseimbangan antara keamanan dan privasi.
Manfaat Penelitian
Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik: Penelitian ini dapat membantu pemerintah mengembangkan kebijakan yang lebih seimbang dan efektif dalam menjaga keamanan masyarakat dan melindungi hak privasi individu. Ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dalam mengelola data dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan privasi.
Perlindungan Hak Privasi Individu: Penelitian ini berpotensi melindungi hak-hak privasi individu dengan mengidentifikasi potensi risiko dan pelanggaran privasi dalam kebijakan yang ada. Hal ini memastikan bahwa warga negara dapat menjaga kontrol atas data pribadi mereka.
Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Penelitian ini dapat mempromosikan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan dan penggunaan data. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana data mereka digunakan dan pemerintah dapat menjadi lebih akuntabel dalam tindakan mereka.
Pengembangan Hukum dan Regulasi yang Lebih Baik: Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan undang-undang dan regulasi yang ada, sehingga pemerintah dapat memiliki kerangka kerja hukum yang lebih baik dalam mengatur aspek keamanan dan privasi.
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keseimbangan antara keamanan dan privasi. Hal ini dapat mengedukasi warga negara tentang hak-hak mereka dan bagaimana melindungi privasi mereka.
Mendukung Inovasi Teknologi: Dengan menemukan solusi yang memungkinkan pengembangan teknologi yang aman dan sesuai dengan privasi, penelitian ini dapat merangsang inovasi dalam berbagai sektor, termasuk teknologi informasi dan keamanan.
Mengurangi Konflik Sosial: Penelitian ini dapat membantu mengurangi potensi konflik sosial yang mungkin muncul sebagai akibat dari kebijakan yang kontroversial atau penyalahgunaan data. Dengan mencari keseimbangan yang tepat, penelitian ini dapat membantu meminimalkan konflik yang tidak perlu.
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